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TINJAUAN UMUM TENTANG KEPARIWISATAAN DAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat

(1) sampai ayat (7) UUD 1945 Amandemen Kedua menyatakan sebagai

berikut:

a.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan wilayah,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan wilayah mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;

. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan wilayah mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan;

. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan wilayah memiliki

DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara

demokratis;



e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat;

f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pambantuan;

g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam
undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan,
wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada
hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu
pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam
segala lapangan pemerintahan.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan
pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di
pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi
dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi dalam daerah yang lebih
kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya
menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan



otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman
daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas
utama Yyang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang
seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan
daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk
memaknai pembangunan.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Peraturan daerah
bersifat administratif rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk karena hanya
berfungsi mengatur kekuasaan daerah otonom di bidang administrasi negara
disini antara lain perbedaan dasar hubungan antara pusat dengan negara
bagian dalam bentuk negara federal yang lebih bersifat kenegaraan.”

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

* Sudjaipul Rahman, 2004, Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program
Gotong Royong, Jakarta, Pancar Suwuh, him 150.

® Djuanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan
Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung, Alumni him. 203.
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Daerah (DPRD). Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting

dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara
langsung dan demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan
dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan
pemerintahan di bidang Pariwisata Pemerintah Daerah mendelegasikan
kewenangan kepada Dinas atau Badan yang mempunyai tugas dan fungsi

dalam pengelelolaan pariwisata dan kebudayaan.
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2. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak
menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi
tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam
masyarakat serta menjalankan suatu peranan.® Sedangkan menurut
Poerwodarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta
maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan,
dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Peran adalah seperangkat tingkat yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. ’

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran
merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang
mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan
dengan fungsi pemerintah, maka dapat disimpulkan definisi peran adalah
organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah di Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Siagian menyatakan bahwa pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi
untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan

hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan

® Soerjono Soekanto. 1981. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo
Persada.him 221.

" Poerwodarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta; PT Balai Pustaka, him
571.
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fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara
kesejahteraan (welfare state). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah
dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun
mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan
hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.®

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan
nasional dikemukakan oleh Siagian yaitu pemerintah memainkan peranan yang
dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai
stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan
pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai
berikut:’

a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah
menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi
keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat
terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif
yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan,
pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi
berkesinambungan;

b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai
keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang
harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu
memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan
yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam
perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur
dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga
hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi
dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya
konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode Kkerja;

c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara
yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk
mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu
pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah
kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tingagi,

¥ Sondang P Siagian 1992. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
him 128

% Sondang P Siagian, 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm
142.
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sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya
manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan
demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan
sehingga berorientasi pada masa depan;

d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi
seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan
dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan
dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya
dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan
pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban
pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan
negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak
diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas
pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa
diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh
pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian dalam Mudrajad
Kuncoro menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran
wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.°

a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung
jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat
memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau
bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi
atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan
pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan tujuan lain yang
bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat
dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar;

b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk
menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan
di daerahnya. Perenanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan
pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu,
mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan
disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha,
dan kelompok masyarakat lainnya;

c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui
perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi
pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan
penetapan peraturan;

d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan

0 Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang). Yogyakarta: Erlangga.hlm 113
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mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan
menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah
tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik
pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat
mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Pitana dan Gayatri, mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran

untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:**

a.

Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai
motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor,
masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama
yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata
dapat berjalan dengan baik;

Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran
pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala
program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta. Adapun pada prakteknnya pemerintah bisa mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat;
Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung
pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus
dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu
stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan
ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme
demi perkembangan pariwisata.

Menurut Oka A. Yoeti ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting

dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu pariwisata yang efektif pada

suatu daerah, yaitu:*?

a.

Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat-pusat
pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan
fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan;

Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa
menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan
mengelola pariwisata sebagai suatu industri;

Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata
semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang
dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung
pada suatu daerah.

Andi.

11 pitana, | Gede & Putu G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit
hlm 95.
2 Oka A, Yoeti. 2001. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata.

Jakarta: Paramita Pradnya. him 187.
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Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik.
Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat
diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bisa memberikan
kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah
yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola
dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh
wisatawan.

Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi
terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu,
sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan
daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat di daerah itu.

Menurut Burkard dan Medik dalam Oka A. Yoeti kegiatan pokok yang
dapat dilakukan oleh suatu pariwisata diantaranya adalah:*®
a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan

perencanaan pemasaran pariwisata di saerahnya dengan melibatkan pihak-
pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu;

b. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut
kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun
internasional;

c. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan
selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar;

d. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket
wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas
pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik.

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal kalau dapat menyusun

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang diharapkan

3 Ibid, him 188
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dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan pemasaran strategis

bagi daerah itu sebagai daerah tujuan wisata yang mengharapkan lebih banyak

wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.

Oka A. Yoeti menyatakan bahwa organisasi yang telah diberikan
wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat
menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya
karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya adalah:**

a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas
dan potensi yang dimilikinya;

b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi
dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri
pariwisata;

c. mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak,
sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata
dikembangkan sebagai suatu industri;

d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata
dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di
waktu-waktu yang akan datang;

e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata;

f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana.

3. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pengoptimalan Peran Pemerintah di
Bidang Pariwisata
a. Ketersediaan Anggaran
Pemerintah  kota  memerlukan  dukungan  finansial  dalam
menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat.
Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi

seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. *°

 Ibid, him 48.
5 Wahyudi Kumorotomo, dkk. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja. Yogyakarta: Magister
Administrasi Publik UGM, him 2.



Peran strategis anggaran daerah semakin menonjol karena dia

merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa

mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan,

menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana

pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta

alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi

pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan

anggaran daerah pada kepentingan publik menjadi isu penting yang harus

diperhatikan oleh pemerintah daerah.*

Suharyanto dalam Kumorotomo, menyatakan beberapa alasan

pentingnya anggaran, antara lain:*’

1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan

kualitas hodup masyarakat;

2) Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat
yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat
terbatas, anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber

daya, pilihan dan trade off;

3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik

merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas.

Berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta,

ketersediaan anggaran sangat penting, karena anggaran merupakan sector yang

krusial bagi pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelolaan anggaran penting

menerapkan beberapa prinsip terkait dengan good governance , antara lain:*®

a) Transparansi

% 1pbid, him 13
T 1bid, him 4.

18 Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, 2000. Yuridprudensi tentang Penerapan

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, PT. Tata Nusa, Jakarta, him 4.



18

Transparansi dalam istilah politik merupakan keterbukaan. Yang
dimaksud keterbukaan dalam hal ini adalah keterbukaan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah kepada masyarakat dan khalayak umum. Maksud dari
transparansi adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap
masyarakat.

b) Akuntabilitas

Dalam istilah yang ada akuntabilitas sering diartikan yang dapat
dipertanggungjawabkan  (responsibility, ~yang dapat dipertanyakan
(answerability). Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan
pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk,
keputusan dan kebijakan. Secara teknis adalah suatu kemampuan untuk
menjelaskan dan melaporkan sesuatu yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk
pertanggung jawaban.

c¢) Value For money

Implementasi anggaran yang menerapkan prinsip dapat memberikan
manfaat; efektivitas pelayanan publik yang tepat sasaran, meningkatkan mutu
pelayanan publik, penghematan biaya pelayanan karena berkurangnya
inefisiensi dan penghematan sumber daya, alokasi pembiayaan berorientasi
pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap
publik. Anggaran diperuntukkan untuk tersediannya sarana, prasarana dan
operasional implementor, untuk mewujudkan realisasi dari kebijakan.
Pelaksanaan anggaran keuangan (financial) akan ditentukan oleh kualitas
implementor dalam pengelolaannya. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud

dengan ketersediaan anggaran adalah tersediannya alokasi anggaran yang
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sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan
pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).
b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi dalam menyiasati pengaruh
lingkungan sangat tergantung pada kapasitas dalam merencanakan, menggali,
menggerakkan, dan mengelola sumber daya manusia maupun mengelola sarana
dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal
pemerintah untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang
memadai lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program
yang sudah direncanakan. Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi
optimal atau tidaknya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga dan merawat
sarana dan prasarana yang telah ada, bahkan memperbaharui apabila sarana dan
prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Ketersediaan sarana dan
prasarana adalah kepemilikan aset yang menunjang kegiatan untuk mewujudkan
pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

c. Kemitraan (Partnership)

Prinsip good governance yang telah disebutkan sebelumnya merupakan
suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia
usaha swasta dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta
merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan dalam rangka menutupi
keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan

publik dan pembangunan daerah. Kemitraan (partnership) membangun hubungan
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penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk
meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan kemitraan atau partnership dalam hal ini adalah
kerjasama yang telah atau sedang dilakukan dengan pihak lain yang berguna untuk
memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan (operasional) terbentuknya
pariwisata berbasis masyarakat community based tourism.
d. Peran serta masyarakat (Participation)

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti
pengambilan keputusan dan pengikutsertaan®’. Peran serta masyarakat merupakan
kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah
yang mengundang keikusertaan masyarakat sebagai warga negara. Dalam rangka
mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat perlu
menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari

kebijakan.

B. Tentang Kepariwisataan
1. Pengertian Pariwisata
Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat Kira-kira pada
abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris. Istilah pariwisata
berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas
perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal
sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa

menghasilkan upah atau gaji. Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu

9 Ibid, him 15
20 Echols, John M dan Hasan Shadily. 1995. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT
Gramedia. him 419
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pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan
wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau
bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah
padanan bahasa Indonesiauntuk istilah tourism dalam bahasa Inggris. World
Tourism Organizations (WTQO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai
aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan
tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-
turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain.*

Oka A. Yoeti mengemukakan Pariwisata adalah faktor penting untuk
menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda,
dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam pula. Pariwisata menjadi
faktor penting dalam pengembangan ekonomi karena kegiatannya mendorong
perkembangan beberapa sector ekonomi nasional, misalnya: %

a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan pembangunan dan
pembaharuan fasilitas wisata, hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan
prasarana dan suprasarana pariwisata;

b. Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata,
misalnya: usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata,
perkemahan, dan lain-lain) yang memerlukan perluasan beberapa industri
seperti misalnya: peralatan hotel, kerajinan tangan;

c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya
pemakaian;

d. Memperluas barang-barang lokal;

e. Menunjang pendapatan negara dengan valuta asing sehingga mengurangi
defisit di dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional,

f. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di negara, karena pariwisata
memperluas lapangan kerja baru tugas baru di hotel atau di tempat
penginapan lainnya, usaha perjalanan, di kantor-kantor pemerintah yang
mengurus pariwisata-pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan
dan cenderamata, serta tempat-tempat penjualan lainnya.

2! Muljadi A.J. 2009. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
him 8
2 Oka A . Yoeti, op.cit, him 57.
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Oka A. Yoeti menetapkan sasaran pengembangan pariwisata pada suatu
daerah tempat wisata sebagai berikut:?

a. Mempersiapkan aksebilitas, fasilitas dan daya tarik pariwisata sedemikian
rupa sehingga bila wisatawan berkunjung ke daerah tempat wisata tersebut
merasa puas, senang, dan sesuai dengan harapannya, mengapa ia melakukan
perjalanan wisata;

b. Supaya perusahaan-perusahaan yang termasuk kelompok industri pariwisata
memperoleh hasil keuntungan yang berimbang atau proporsional dengan
volume kunjungan wisata ke daerah itu. Apalagi bagi pengusaha yang telah
menginvestasikan modalnya dalam sektor pariwisata yang pengembaliannya
relative cukup lama;

c. Pengembangan yang dilakukan hendaknya sekaligus dapat memberikan
perlindungan terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran seni dan budaya,
kerusakan moral dan kepribadian bangsa, kehancuran kehidupan beragama,
dan terhindar dari perdagangan narkotika internasional.

2. Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
Muljadi mengemukakan sarana kepariwisataan adalah perusahaan-

perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung
atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya. Tergantung dari wisatawan yang
datang. Jenis-jenis sarana pokok kepariwisataan antara lain:**

Perusahaan perjalanan (biro perjalanan wisata);

Perusahaan angkutan wisata;

Perusahaan akomodasi;

Perusahaan makanan dan minuman;

Perusahaan daya tarik wisata dan hiburan;
Perusahaan cindera mata atau art shop.

~®o0oTw

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan fasilitas yang
harus tersedia pada suatu daerah tujuan wisata. Jika salah satunya tidak ada, maka
dapat dikatakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Bagi wisatawan, sebenarnya dengan tersedianya

sarana kepariwisataan di atas belum sepenuhnya dianggap mencukupi

% Ibid, him 66
?* Muljadi, Op.Cit, him 13
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kebutuhannya, sehingga perlu adanya industri lain sebagai industri pendukung,
antara lain bank/ ATM, money changer, kantor pos, rumah sakit, warung telepon,
supermarket, fasilitas umum dan lain-lain.

Muljadi menyebutkan prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas
yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat
memberikan pelayanan pada wisatawan guna memenuhi kebutuhan mereka yang
beraneka ragam, antara lain:*

a. Prasarana perhubungan, seperti jaringan jalan raya dan jaringan rel kereta api,
Bandar udara (airport), pelabuhan laut (sea-port), terminal angkutan darat dan
stasiun kereta api;

Instalasi tenaga listrik dan instalasi penjernihan air bersih;

Sistem pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan;
Sistem perbankan dan moneter;

Sistem telekomunikasi, seperti telepon, internet, pos, televise, dan radio;
Pelayanan kesehatan dan keamanan.

P00 oT

. Tata Kelola Kepariwisataan yang Baik

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan
dampak positif maupun negative. Namun, pada dasarnya tergantung pada
manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap
pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari unsur pemerintah-industri
masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi
pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (sustainable tourism) dan
berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses
pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (good
tourism governance). Bambang Sunaryo mengemukakan bahwa: prinsip dari
penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi

dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yangada serta pelibatan

% 1bid, him 13
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partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak
pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait.?®
Selanjutnya Bambang Sunaryo menjelaskan bahwa secara teoritis pola
manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan
berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance akan dapat
dengan mudah dikenali melalui berbagai cirri penyelenggaraan yang berbasis pada
prinsip-prinsip sebagai berikut:?’
1) Partisipasi Masyarakat Terkait
Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan
kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan
tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya
yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam
mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.
2) Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan
Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan
produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi
LSM (Lembaga Swadaya Mayarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan,
pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihal lain
yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari

kegiatan kepariwisataan.

%6 Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep
dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta, Gava Media. him 77
27 H
Ibid
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3) Kemitraan Kepemilikan Lokal
Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan
pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat stempat. Usaha fasilitas penunjang
kepariwisataan serta hotel, restoran, cindera mata, transportasi wisata.
Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat
melalui model kemitraan yang strategis.

4) Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut
Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang
dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus
menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui
(irreversible) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan
pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan
buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan
standar-standar internasional yang sudah baku.

5) Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat
Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan
dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara:
pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat
diwujudkan dengan baik. Misalnya kerja sama dalam pengembangan atraksi
wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari
tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6) Daya Dukung Lingkungan
Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus

dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan
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berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik,
biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus
sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung
lingkungan yang ada.

7) Monitor dan Evaluasi Program
Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan
yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi
dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-
batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

8) Akuntabilitas Lingkungan
Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi
perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan,
peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin
dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan
kepariwisataan yang ada.

9) Pelatihan Pada Masyarakat Terkait
Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan
program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara
vocational dan profesional.

10) Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan
Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-

program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat
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karakter lansekap (sense of place) dan identitas budaya masyarakat setempat
secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya
bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang

memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

C. Pendapatan Asli Daerah
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan
Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan Masalah
hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan
daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi
daerah kabupaten, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam
otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan.
Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah
besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai
kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli
daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber
penerimaan daerah yang yang sangat penting. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung
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kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting,
terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana
kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan
salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan
tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat
depada daerah.

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri,
maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui
pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. *Pendapatan
Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat
(1) PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat

(1) huruf d meliputi:

Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
Jasa giro;

Pendapatan bunga;
Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

o0 ow

%8 Rianto D Nugroho, 2000, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar,. Yogyakarta, him 65
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e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada
berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan
peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi
atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah
dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni
menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan
koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta
pengendalian pemungutan pendapatan daerah..”®

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan
pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli
daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keuangan daerah
adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi
berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di
daerah yang diwujudkan dalam APBD. *

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukan bahwa
pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan

tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang

* Ibid, him 34.
% Tjanya Supriatna. 2001. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta,
Bumi Aksara, him 74.
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berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu
melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.
Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai
olenh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di
atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber
keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah
sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping
mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari
propinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah
pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam
upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama
dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk
melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan
akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai  proses
penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan

keuangan daerah khususnya.
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Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah
menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan
dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala
daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan
daerah dan Kkinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas
keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan

dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan
daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga
daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari:
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Daerah;

4. Lain-lain usaha yang sah.
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Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah
adalah sebagai berikut:
a. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak
daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan
dengan kebijakan otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
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Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara maka
pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini
didasari bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek
pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan
tarif;
1) Jenis Pajak Daerah
Jenis pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi adalah:
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel,
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b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Jenis
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai
dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi,
tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom,
seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang
dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah

provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2) Subjek pajak dan wajib pajak daerah
a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan
yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang

memiliki Kendaraan Bermotor;
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. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan;

. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok
adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang
memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau
Badan yang mengusahakan Hotel;

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak
Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Restoran;

. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau

Badan yang menyelenggarakan Hiburan;
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. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi
atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan
Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
listrik;

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang
pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan parkir kendaraan bermotor.Wajib Pajak Parkir adalah
orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir;
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib
Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang

Burung Walet.Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang
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pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan Sarang Burung Walet;

n. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaa atas Bangunan;

0. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas Bangunan.

3)Objek Pajak Daerah

a.

b.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor;

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan di air;
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c. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan;

d. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok;

e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olahraga dan hiburan;

f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran;

g. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan
dipungut bayaran;

h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;

I. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

J. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor;

k. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah;

|. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet;

m. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk Kkegiatan wusaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan;
n. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah
tentang Pajak tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling
sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. nama, objek, dan Subjek Pajak;

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;

d. Masa Pajak;

e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;

g. kedaluwarsa;

h. sanksi administratif; dan

i. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan
mengenai:
1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal

tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
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2) Tata cara penghapusan piutangpajak yang kedaluwarsa; dan/atau Asas
timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan
pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara

asing sesuai dengan kelaziman internasional.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi retribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi
Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu
Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat Daerah
kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah
ditetapkan, sepanjang memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat.

1) Obyek Retribusi
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Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan Tertentu.

a)Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.
1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil;

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f) Retribusi Pelayanan Pasar;

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

J) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
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I) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b)Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial yang meliputi:
1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c) Retribusi Tempat Pelelangan;
d) Retribusi Terminal;
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
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j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

K)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c)Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2) Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3) Retribusi 1zin Gangguan;

4) Retribusi 1zin Trayek; dan

5) Retribusi 1zin Usaha Perikanan.
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2) Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu
untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan
kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota
disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-
masing. Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan
Daerah yang bersangkutan.
a. Retribusi Jasa Umum:

1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi;

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan
yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi
masyarakat yang tidak mampu;

5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya;
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6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengantingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
b. Retribusi Jasa Usaha:

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan Jasa yang
bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya
disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta
yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh
oleh Pemerintah Daerah.

. Retribusi Perizinan Tertentu:
1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan
3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



46

3) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah Prinsip dan Sasaran Penetapan

Tarif Retribusi adalah:

a)

b)

d)

f)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
Penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian
biaya;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan
biaya pencetakan dan pengadministrasian;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak;

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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c. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang
modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan
daerah yang dipisahkan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat
bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai
pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Tujuan
perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan
daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta
ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan
makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah
merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan
kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan
daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) akan tetapi justru
memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan
kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap
terjamin keseimbangan, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Selain
perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdapat
juga dinas-dinas yang merupakan salah satu sektor penting yang banyak
menghasilkan sumber pendapatan asli daerah. inas daerah sekalipun tugas
dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat

tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi tapi dalam batas-batas tertentu
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dapat ditayangkan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat
memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dengan demikian disamping
menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah
yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan
daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat
dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang
luas, tidak hanya terdapat pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat
daerah. Jenis-jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di Indonesia meliputi
kegiatan:

1. Jenis air minum;

2. Pengelolaan persampahan;
3. Pengelolaan air kotor;

4. Pengelolaan pasar;

5. Penyediaan transportasi;

6. Perbankan dan perkreditan;
7. Rumah pemotongan hewan;
8. Pengelolaan objek wisata;
9. Pengelolaan sarana wisata;
10. Industri lainnya;

11.Jasa lainnya.

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah
Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang

diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan
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hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang

bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah:

1) Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah
yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang
dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

2) Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan
pada kas daerah.

Hasil usaha daerah yang sah tersebut dapat meliputi antara lain,
jasa-jasa bidang:

a. Hasil penjualan milik daerah;

b. Penggantian biaya prakwalifikasi;

c. Penggantian biaya dokumen lelang;

d. Jasa Giro;

e. Sewa rumah dinas/sewa beli rumah;

f. Uang administrasi berat;

g. luran tetap dan iuran produksi;

h. Sewa gudang pabrik;

i. Penerimaan lain-lain.



